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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah mengamanatkan tujuan dari bernegara, antara lain memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal tersebut
mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa,
pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Bahwa segala
sesuatu didasarkan pada hukum sebagai peraturan yang bersifat
mengikat dan memaksa.Republik Indonesia adalah Negara hukum yang
demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, tidak ada
pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu tetapi cenderung pada
kedaulatan rakyat.

Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan
aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat
selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.Negara Indonesia
adalah negara yang sedang berkembang.Sebagaimana negara-negara
yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang

berasal dari negara disekitarnya,baik itu pengaruh yang bersifat positif
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maupun yang bersifat negatif.

Hukum sebagai salah satu bidang yang keberadaannya sangat
esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan dan bernegara, apalagi
Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti setiap perbuatan harus
berdasarkan pada hukum. Meskipun demikian, tetap saja terjadi
kesalahpahaman dan menimbulkan permasalahan berupa kejahatan
sehingga mengganggu keserasian hidup bersama.

Dalam landasan tersebut diatas maka semua warga Negara
Indonesia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap
ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, bagi masyarakat
Indonesia hukum pidana yang mengaturnya adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materil dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil
untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materil.

Fenomena korupsi telah ada sejak lama namun baru menarik
perhatian dunia sejak berakhirnya perang dunia kedua, dapat dikatakan
bahwa korupsi sudah menjadi masalah bangsa dari masa ke masa dalam
rentang waktu yang cukup lama. Korupsi juga sudah ada sejak Indonesia
belum merdeka, yang dibuktikan dengan adanya upeti oleh beberapa
golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Setelah perang dunia
kedua, muncul era baru yakni gejolak korupsi di Negara-negara yang

sedang berkembang.’

' Efi Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, (Jakarta:

Edit dengan WPS Office



13

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi tersebut adalah
realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap
menyimpang serta membahayakan masyarakat dan Negara. Perilaku
tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk
oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “maling teriak
maling”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi
yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai bentuk tindak
pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam pidana yang cukup
berat.”

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya
masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi
dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik
individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para
penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk
meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara
turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi
berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi
patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam
struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah
berkembang.® Korupsi sejatinya adalah manifestasi dari ketidakjujuran

personal, absennya integritas, dan lemahnya karakter individu. Absennya

Solusi Publishing, 2010), h. 5.

% Elwi Danil, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya), (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

¥ Mochtar Lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES, 1985),
h. XVI
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nilai budaya baik dan jujur ditengarai muncul dalam situasi di mana
penyerapan anggaran negara justru lebih menguntungkan swasta
dibanding kesejahteraan pejabat negara terkait, di mana kemudian
muncullah godaan untuk melakukan korupsi.

Oleh karena itu muncul istilah baru, “korupsi sebagai budaya baru di
Indonesia“. Dikatakan demikian karena praktik korupsi sudah begitu
mengakar dalam diri seseorang, seolah-olah hal itu merupakan kebiasaan
baik yang perlu dipertahankan dan karena itu sulit diubah kembali.* Istilah
dalam bahasa Bugis, ‘“Llele bulu’ tellele abiasang” (gunung dapat
berpindah tetapi kebiasaan tidak, kata lain mengubah kebiasaan lebih sulit
daripada memindahkan sebuah gunung)®

Praktik tindak pidana korupsi bisa berlangsung dimanapun,
dilembaga negara, lembaga privat, hingga dikehidupan sehari-hari. Untuk
itu pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan dan
penanggulangan secara terpadu dengan memfungsikan sistem hukum
yang ada misalnya perangkat perundang-undangan dan kelembagaan
hukum di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).®

Data yang berhasil dirilis oleh lembaga pemerhati korupsi Indonesia,
Indonesia Corupption Watch (ICW) menyebutkan bahwa pengadaan

barang/jasa pemerintah merupakan sektor terbesar yang berkontribusi

* Antonius Sudirman, Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial:
Suatu Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. (Semarang: UNDIP Press, 2009) h. 136-
137.

® Ibid.

® Barda Nawawi Arief, Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-
undang Pemberantasan Korupsi, (Puerwakarto, 1999), h. 29.
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menimbulkan kerugian negara, sesuai dengan pernyataan yang
disampaikan oleh Febri Hendri sebagai berikut: Pengadaan barang dan
jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi “lahan basah” tindak pidana
korupsi. Hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut.Celah oknum untuk melakukan
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa diawali dari perencanaan dan
penganggaran.Jadi pada tahap penganggaran sudah dikapling-kapling,
sekian jatah buat pihak tertentu.

Terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
berimplikasi hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa, yaitu adanya
pertanggungjawaban hukum pelaku pengadaan barang/jasa, baik itu
pertanggungjawaban secara perdata, administrasi maupun pidana.
Pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang/jasa terkait
dengan terjadinya penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana korupsi. Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,
yang mengarah terjadinya tindak pidana korupsi dimungkinkan terjadi
apabila proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan
yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dana dalam putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019
bahwa Terdakwa Donni Melki Monim S.E Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada

Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Satker PLLAJ)
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Dinas Perhubungan Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor: KP 88 Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 telah
melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Felix Prawar, S.H
selakuKepala Setasiun Damri Serui berdasarkan Surat Keputusan Direksi
Perum Damri Nomor: SK.419/KP.303.304/DAMRI-201 Tanggal 22 Juli
2011 dan Selaku General Manager Perum Damri Serui dan Surat
Keputusan Direktur Utama Perum Damri Nomor: SK.453/KP.303.304/
DAMRI-2013 Tanggal 22Juli 2013 (terdakwa dalam penuntutan terpisah)
yang melaksanakan Pengadaan Subsidi Operasional Jalan Perintis Perum
Damri Serui T.A 2013 berdasarkan Kontrak Nomor: 044/1V/PLLAJ-
PAPUA/2013 tanggal 26 April 2013 dengan Nilai Kontrak sebesar
Rp.1.560.320.000.00,00.- (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus
dua puluh ribu rupiah) dengan Jangka waktu Pekerjaan selama 312 (tiga
ratus dua belas) hari kalender, pada suatu waktu antara bulan Januari
2013 sampai dengan Desember 2013atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu di tahun 2013, bertempat di Kantor Satker PLLAJ Dinas
Perhubungan Provinsi Papua atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura “secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara”

Pemilihan judul ini nantinya akan berguna bagi setiap orang yang
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membutuhkan informasi seputar Tindak pidana korupsi seperti misalnya
peneliti mahasiswa serta masyarakat dan berbagai pihak yang mungkin
nantinya penelitian ini berguna bagi kehidupan mereka dalam memberikan
solusi dalam suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk
membahas tesis dengan judul : “Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis
Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333

K/Pid.Sus/2019)".

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan
dana pengadaan barang milik negara?

2. Bagaimana penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi operasional bus
perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
1333 K/Pid.Sus/2019?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan
dana pengadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333

K/Pid.Sus/2019?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini

adalah:

1.

Untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  pertanggungjawaban
penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara.

Untuk mengetahui penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi
operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana

penyalahgunaan dana pengadaan dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1.

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran
dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang tindak

pidana korupsi.

. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang

tindak pidana penyalahgunaan dana.

. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori
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Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada
dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan
yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik
adalah  konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.’

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang
menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat
(3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ”
Ni“matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip ini semula
dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas
hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).”®
Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang
menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat
(rechtsstaat).

"

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan “... Negara Hukum

Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus

diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum
"9

Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila”.

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut

7 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

& Ni'matul Huda, Hukum TataNegara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2013,h.17

° Latif, Abdul. Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum
Demokrasi). Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.
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bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi “rechtsstaat’ dari UUD
NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga
kiblat negara hukum Indonesia bukan rechtsstaat (hukum tertulis/civil law
dan kepastian hukum) maupun rule of law (hukum tidak tertulis/common
law dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum
tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila.
Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan
amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam
konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia
sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah
hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan
dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari
rechstaat/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (de scheiding

tussen staat en burgelijke maatschappi), pemisahan antara

kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan,

pemisahan kekuasaan anrara hukum publik dan hukum privat;

Pemisahan antara negara dan gereja (agama);

Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (burgerlijke vrijheids

rechten);

Persamaan terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wet),

Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar

sistem hukum;

6. Pemisahan kekuasaaan berdasarkan trias politica dan sistem
check and balances;

7. Asas legalitas (heerscappij van de wet);

8. lde tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang
tidak memihak dan netral;

9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh
peradilan yang bebas dan tidak memihak;

10.Prinsip pembagian kekuasan, baik teritorial sifatnya maupun

w N

o
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vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi)."

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri rechtsstaat antara lain:

1.

2.

Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan
pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR),
kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani
sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan
rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas
undang-undang;

. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebebasan rakyat

(vrijheidsrechten van de burger). "

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum rule of

law/anglo saxon/common law terdapat tiga ciri penting yaitu:

1.

Supremasi hukum (supremacy of law), dari regular law untuk
menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan
kesewenang-wenangan, prorogatif atau discretionary authority
yang luas dari pemerintah ;

. Persamaan dihadapan hukum (Equality before the law), dari

semua golongan kepada ordinary law of the land yang
dilaksanakan oleh ordinary court, ini berarti bahwa tidak ada orang
yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara
biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;

. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa

hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi
dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh
peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui
tindakan peradilan.'?

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda

sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan.

Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan

untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya

% 1bid., h. 87-88.
" Ibid., h. 88-89.
2 1bid,, h. 90.
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menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara
hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian
penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari
keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-
undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka
atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu
kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan
kedaulatan rakyat dimana negara mengabdi pada kemauan rakyatnya.
Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh
berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ...
dengan ciri-ciri.

(1

(2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esga;

) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;

)
(3) kebebasan beragama dalam arti positif;

)

)

(4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
(5) asas kekeluargaan dan kerukunan.” "

| Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary
menyatakan

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:
a. Pancasila;

b. MPR;

c. Sistem Konstitusi;

d. Persamaan;

e. Peradilan bebas."

' Ibid., h. 76.

* Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah
dan Masa Kini. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102
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Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya
Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan
kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik
atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila
merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial,

2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila
mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;

3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya
masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;

4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia (Indonesia)."®

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut
Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara
Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala
sumber hukum;

2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;

3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;

4. Equality berfore the law;

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.'®

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam

penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;

. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;

. Kebebasan beragama dalam arti positif;

. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara
pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;

. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan."’

A OWON=

(63}

' Abdul Latif, Op.Cit, h. 78.

'® Martitah dan Hery Abduh. Negara dan Negara Hukum. Materi Kuliah yang
disampaikan pada perkuliahan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, 2010, h. 12.

" Ibid., h. 11.
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b. Teori Penegakan hukum
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya
penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”'®

Ketiga subsistem yang ada
dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa
atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup
keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.
Substansi juga mencakup hukum yang hidup (/iving /-aw), bukan hanya
aturan yang ada dalam kitab undang-undang (/aw books).

Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law sistem atau
sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan
juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan
hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-
peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini
mempengaruhi sistem hukum di Indonesia."

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan
merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur

dan berkelanjutan (sustainable development) disetiap sektor antara lain

politik, ekonomi, demografi, phisikologi, hukum, intelektual maupun

'® Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh
Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, Teori dan
Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,
h. 120.

" Ibid. h. 20.
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teknologi.”*°

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk
pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering) agar
pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang
diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan
konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh
Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep Bureucratic and
Social Engineering.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang
peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk
mewujudkan masyarakat madani.’’Kemudian Mochtar Kusumaatmadija
memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam
pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum
Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis
atau prinsip sebagai berikut:*?

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh
perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang
teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan
atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau
menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan

kekerasan semata-mata.
b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan

% Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

2 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori
Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h.
64.

*Ibid., h. 65-66.
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tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka
hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat
diabaikan dalam proses pembangunan.

c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan
ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah
sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan
dalam masyarakat.

d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang
hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai
pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat itu.

e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat
diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan
tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-
rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk
perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang
sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan
dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak
dapat diabaikan dalam proses pembangunan.?

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem
tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum
formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.”* Struktur hukum disebut
sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan
dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukummenurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

*  Emma Nurita. CybernotaryPemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. Refika

Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.
% Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 59.
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(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.
Nilai—nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang
mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.”® Menurut
Jimly Asshiddigie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau
pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum,
dan institusi hukum vyang bekerja untuk membuat maupun
menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya
hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di
dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann,
budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap
sistem hukum.?®

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta
harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta

budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat

mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum di masyarakat.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan

sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan

pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena

**Ibid., h. 59-50.
% Jimlly Asshiddigie, Teori Hukum Hens Kelsen, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h.
21-22
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perbuatannya itu.”’

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau
suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang
tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab
maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban
pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak
pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu
hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum,
namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila
didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya
kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah
asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas
dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya
pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang
salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya
pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang
diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu
yang telah disepakati.”®

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam
pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana

tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya

/' Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan
Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.
%8 Chairul Huda, Op.Cit h. 68
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menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau
dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala comman /law system selalu
dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment).
Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan
yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus,
fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana
sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial
sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law
system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana
dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah
(a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan
yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri
pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus
bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan
kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya
pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban
pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai
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kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan
perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap
undang-undang maka orangtersebut wajib bertanggungjawab atas apa
yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban
dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan
menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain.
Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan
orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control
karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani
pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system
pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP
sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun
kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan
maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan
kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat
para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat
simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur
kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh
pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan
perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana

maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan
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juga harus dibuktikan.?®

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari
peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung
jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak
dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi
batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam
membeda - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan
kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu
perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk
menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor
akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan,
sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya
dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan.®

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal
pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan
perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh
dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan
perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan,
menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan
dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat
dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat
membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang
ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat
sesuai dengan yang ditentukan hukum.*’

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya

# Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,

Rajawali Pers, 2015, h. 52
30 Mahrus Ali, 2011, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171
31 .
Ibid.
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sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum

2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran

tersebut.*

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab
diatur dalam buku I bab Ill Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu
karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang
jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan
karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari
kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum.

2. Kerangka Konsep
Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti
sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya
penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan

%2 Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum
Pidana. Bandung. 1991. h. 74
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realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek
penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah
untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu
istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan
pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan
pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu
dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana
merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana
untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”*

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat
dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah
tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi
tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan
strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk
memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada
keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan
strafbaarfeit.**

c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 80 tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan

secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

% Chairul huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada

Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa KesalahanKencana, Jakarta, 2011, h. 71
% ¢ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I/, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, h. 67.
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d. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, definisi dari mobil bus
adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat
duduk lebih dari 8 orang, termasuk pengemudi yang beratnya lebih dari
3.500 kg. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan
Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat
beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang
berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian
dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis, Dina Karlina Amri Lubis, NIM: : 167005061, Mahasiswa
Program Studi Magister lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2019.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini
adalah mengenai: Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat
Komitmen Akibat Terjadinya Kerugian Negara Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
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Bagaimana aspek hukum pidana korupsi dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah? Bagaimana pertanggungjawaban pidana
Pejabat Pembuat Komitmen akibat terjadinya kerugian keuangan
negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Bagaimana
perlindungan hukum Pejabat Pembuat Komitmen akibat terjadinya
kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah?

. Tesis Rendra Alfonso Sltorus, mahasiswa Program Studi Magister
llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,
2019.

Judul penelitian/tesis: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban
Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Sidikalang (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 61/Pid.Sus- TPK/2016/PN-
MDN)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah
Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pengadaan barang dan
jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan di
Indonesia? Bagaimana kedudukan dan kewenangan pihak-pihak
terkait dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Sidikalang?
Bagaimana pertimbangan hukum dalam tindak pidana korupsi pada
pengadaan alat-alat kesehatan berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang
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diketahui, penelitian tentang: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis
Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333
K/Pid.Sus/2019) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun
dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya.
Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan

kemurniannya

G. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau
suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
diteliti”.>® Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang

menyangkut permasalahan yang telah di identifikasi.

2. Metode Pendekatan
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu
penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh

dari data pustaka.®®

% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta, 2003, hal. 36

% Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya. h. 37.
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Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara undang-undang,

kasus dan konseptual.

3. Objek Penelitian
Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
melaksanakan penelitian kepustakaan (library reseacrh), yaitu dengan
metode pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini
menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun
argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang
relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam
menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (library
research), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok
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masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk
kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data
kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek
penelitian. *’

b. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder
dalam penelitian ini bersumber dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan
perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

2) Bahan hukum sekunder vyaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku
yang berhubungan dengan objek yang diteliti

3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih
lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan

¥ Noeng Muhadijir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin,
1996), h. 2.
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(library research), Dengan  metode ini  penulis  dapat
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari
pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber
-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan

dalam tesis ini.

6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga)
aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan,
mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep
dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi
beberapa tahapan, yaitu:
a. Analisis data
Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi
pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa.
Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa,
tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan

masalahnya.
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b. Reduksi data
Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan
juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi
pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap
relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data
yang sempurna.

c. Penyajian data
Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah
penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan
informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-
pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data
Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya
adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah
tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat,
namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa
yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.
Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/
verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil
penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat
dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali

melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu,
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khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terk~~~~

judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB I
PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
PEYALAHGUNAAN DANA PENGADAAN

BARANG MILIK NEGARA

A. Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah
kesalahan (schuld). Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf
zonder schuld). Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana
karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika
tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu
melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela
karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan
masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut,
dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.
Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan seseorang harus:

a. Melakukan perbuatan melawan hukum
b. Mampu bertanggungjawab

c. Perbuatan itu dilakukan den-gan sengaja atau kealpaan Tidak ada
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